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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Stewardship Theory 

Teori yang menjadi dasar penelitian ini merupakan salah satu 

bagian dari teori agensi yaitu stewardship theory. Stewardship theory 

menjelasakan mengenai situasi yang mana para menejemen tidak 

termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan 

kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 1991). 

Asumsi filosofi teori ini bedasarkan sifat-sifat manusia yang 

berupa dapat dipercaya, memiliki integritas, bertanggung jawab atas setiap 

tindakannya, dan berlaku jujur terhadap semua pihak. Stewardship theory 

menggambarkan bahwa menejemen dapat berperilaku baik demi 

kepentingan banyak pihak, sehingga tercipta hubungan yang kuat antara 

kepuasan organisasi dan kesuksessannya. Kesuksessan organisasi dapat 

dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas menejemen dan principal.  

Akuntansi organisasi sektor publik pada awal perkembangannya 

disiapkan guna memberikan informasi dari hubungan Stewards 

(pemerintah) dengan principals (masyarakat). Dikarenakan tuntuntan akan 

akuntabilitas terus bertambah, principals semakin sulit untuk menjalankan 

fungsi-fungsi pengelolaan sendiri. Karena keterbatasan tersebut principals 

(masyarakat) mempercayakan pengelolaan sumber daya yang mereka 

miliki kepada pihak yang dirasa lebih capable yaitu Stewards (pemerintah).  
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Implikasi Stewardship theory dalam penelitian ini adalah guna 

mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor 

publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, 

memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan 

apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk 

mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. 

Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas 

kinerja (Mahsun, 2010). 

2. Good Governance 

Secara etimologis, Good berarti baik dan Governance berarti 

pengendalian. Secara istilah, Good Governance yaitu dimana Governance 

memberikan pengertian baik (good) dari nilai-nilai yang mengutamakan 

kehendak dari rakyat dan dapat meningkatkan kemapuan rakyat dalam 

usaha mencapai tujuan nasional diantaranya kemandirian, pembangunan 

berkelanjutan dan keadilan sosial. Tidak hanya itu, nilai-nilai baik juga 

dapat dilihat dari aspek-aspek fungsional pemerintah itu sendiri dalam 

melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.. 

Menurut Kalolo (2003) Good Governance merupakan 

keseimbangan antara pelaksanaan peran dan fungsi negara, pasar sampai 

masyarakat. Pengertian Good Governance dapat dilihat dari dua segi yang 

berbeda. Yang pertama good goverment governance dilihat dari segi/sudut 

pandang pemerintah, yang kedua good corporate governance dilihat dari 

segi/sudut pandang korporasi. Governance meliputi tiga domain, yang 
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terdiri dari state (negara/pemerintahan), privat sector (korporasi) dan 

sosiety (masyarakat). Terciptanya lingkungan politk hukum yang kondusif 

adalah fungsi dari pemerintahan sedangkan korporasi berfungsi untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Lain halnya dengan 

domain masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan interaksi antara 

kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat yang itu sendiri untuk 

berpartisipasi baik dalam aktivitas politik, sosial dan ekonomi. 

Menurut Rochman (2000) governance merupakan tata 

pemerintahan yang mengatur mekanisme dan pengelolaan sumber daya 

baik sumber daya ekonomi maupun sosial untuk mencapai pembangunan 

yang melibatkan pengaruh baik dari sektor pemerintah dan sektor non-

pemerintah.  

Dengan menegakkan Good Governance dalam suatu organisasi 

diharapkan akan meningkatkan beberapa hal antara lain : 

a. Efesiensi, efektifitas dan kesinambungan dalam menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Legitimasi secara adil, terbuka serta penuh tanggugjawab. 

c. Menjujung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. 

d. Pendekatan terpadu berdasarkan kaidah pengelolaan partisipasi dan 

demokrasi organisasi secara legitimate 

United Nations Development Program (UNDP) tahun 2000 

menjelaskan terdapat 9 karateristik dari Good Governance adalah sebagai 

berikut : 
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a. Partisipation, Setiap warga negara dapat memberikan suaranya secara 

langsung ataupun dengan melalui intermediasi, intuisilegitimasi dalam 

pembuatan keputusan.. 

b. Role Of Law, Hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa pandang 

bulu. 

c. Transparansi, lembaga, proses dan segala informasi harus dapat 

dipahami dan dimonitor secara langsung agar masyarakat yang 

membutuhkan dapat dengan mudah mendapatkannya. 

d. Responsivness, Lembaga wajib melayani setiap masyarakat. 

e. Consensus Oriantation, Good Governance dijadikan perantara untuk 

memutuskan pilihan yang terbaik ditengah-tengah kepentingan yang 

berbeda bagi kepentingan masyarakat dalam segi kebijakan ataupun 

prosedur. 

f. Equity, Semua warga negara diberikan kesempatan bersama untuk 

meningkatkan dan menjaga kesejahteraan mereka. 

g. Effectiveness and efficiency, lembaga diberikan wewenang untuk 

menggunakan sumberdaya semaksimal mungkin dan prosesnya harus 

menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai. 

h. Accountability, para pembuat keputusan harus bertanggung jawab 

kepada masyarakat luas. 

i. Strategic Vision, para pemimpin dan masyarakatnya harus memiliki 

prespektif Good Governance dan pengembangan manusia secara luas 

dan jauh kedepan untuk pembangunan yang diperlukan. 
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Acuan dalam penerapan Good Governance yang dibuat oleh 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2005), tedapat 7 asas 

diterapkannya Good Governance yaitu Asas Tertip Peyelenggaraan 

Negara, Asas kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas 

Akuntabilitas, Asas Keterbukaan, Asas Porprosionalitas, dan Asas 

Profesionalitas. 

3. Desa 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, desa merupakan suatu 

daerah yang dihuni oleh sejumlah masyarakat yang saling mengenal, 

hidup saling membantu, memiliki adat istiadat dengan tata cara yang 

berbeda-beda dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebagian 

masyarakat desa hidup sebagai nelayan maupun petani, tapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa masyarakat mempunyai pekerjaan yang berbeda yang 

jauh lebih baik dalam hidup bermasyarakat. 

Berbeda dalam UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah 

pasal I, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka  

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem 

pemerintahan pusat dan berada di daerah kabupaten. Kawasan pedesaan 

mempuyai kegiatan utama pertanian dengan pengelolaan SDA. Kawasan 

ini mempunyai susunan fungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan 

sosial, kegiatan ekonomi dan playanan pemerintahan.  
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Undang undang no 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, 

menambahkan bahwa desa merupakan kesatuan hukum bermasyarakat 

yang memiliki batas atau cakupan wilayah yang berwenang untuk 

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dalam hal ini adalah 

kepentingan masyarakat setempat dan tidak dicampur adukan dengan 

urusan politik. 

Menurut Wahjudin (2011) menyatakan bahwa desa berupa 

sekumpulan manusia dalam satu wilayah yang mempunyai suatu 

organisasi pemerintahan berserta peraturan yang dibuat sendiri, dan di 

bawah pimpinan yang juga dipilih dan ditetapkan oleh sekumpulan 

masyarakat itu sendiri. 

Secara umum kehidupan masyarakat perdesaan mempunyai 

beberapa karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Rogers sebagai 

berikut : 

a. Mutual distrust interpersonal relations. Adalah terdapat 

ketidakpercayaan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

desa khususnya petani. 

b. Perceived limited good. Masyarakat khususnya petani memilik 

pandangan yg sempit sehingga kesempatan dan untuk menjadikan desa 

lebih maju selalu terbatas 

c. Dependence on hostility towards government outhority. Adanya 

ketergantungan sekaligus rasa curiga terhadap segala yang berkaitan 

degan pemerintahan. 
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d. Familism. Hubungan persaudaraan, keakraban sangat dekat dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

e. Lack of innovatiness. Kondisi masyarakat desa yang relatif belum 

berkembang sehingga masyarakat enggan untuk menerima atau 

menciptakan inovasi-inovasi baru.  

f. Fatalism. Rendahnya wawasan masyrakat dalam menanggapi dan 

merencanakan masa depan desa. 

g. Limited view of this world. Pandangan masyarakat desa mengenai 

dunia luar masih terbatas sehingga mobilitas sosial rendah. 

h. Low emphaty. Rendahnya ketrampilan menangkap dan menggantikan 

peranan orang lain. 

4. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 

Pasal 6 adalah penyelenggaraan segala urusan pemerintahan demi 

kepentingan masyarakat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala desa beserta 

perangkat desa setempat. Terdapat beberapa kewenangan desa yang 

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan desa, bidang pelasanaan 

pembangunan desa, bidang pembinaan dan peberdayaan masyarakat yang 

didasari dengan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat yang 

ada di desa tersebut.  
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Menurut Widjaja (2003), landasan pemerikiran mengenai 

pemerintah desa adalah berupa otonomi asli, keaneka ragaman, 

demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dalam pasal 23-24 

diuraikan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan desa didasarkan pada 

beberapa azaz, antara lain: kepastian, tertib kepentingan umum, tertib 

penyelenggraaan pemerintahan, partisipatif, keterbukaan, profesionalitas, 

proporsionalitas, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, kearifan lokal, 

keberagaman. 

Menejemen pemerintahan desa harus memperhatikan prinsip 

responsivness, dimana sikap keterbukaan dan transparan aparat 

pemerintahan harus diberikan untuk masyarakat dalam rangka 

mempermudah memperoleh informasi mengenai kebijakan-kebijakan 

kegiatan yang dijalankan sehingga akan memunculkan sikap partisipasi 

dari masyarakat. Partisipasi tersebut meliputi partisipasi dalam 

perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dari 

kebijaksanaan publik. Diterapkannya prinsip responsibilitas, aparat 

dituntut untuk mendasarkan  setiap tindakan dilingkungan eksternal 

maupun internal pada hukum. 

Tidak hanya prinsip responsivness, perlu diterapka juga prinsip 

akuntabilitas dimana aparat pemerintah dituntut untuk mampu 

bertanggung jawab atas kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan. 
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Termasuk pula pendayagunaan ketiga komponen yaitu kelembagaan, 

sumberdaya manusia dan ketatakelaksanaan. 

5. Pelatihan 

Menurut Gomes (2000) pelatihan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan untuk memperbaiki performa kinerja dari seorang pegawai pada 

pekerjaan tertentu yang mana dia bertanggungjawab atas pekerjaan 

tersebut, ataupun semua hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. 

Pelatihan merupakan kegiatan guna meningkatkan kemampuan pegawai 

yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

operasional dalam melakukan pekerjaannya. 

Terdapat beberapa komponen dari pelatihan seperti yang dijelaskan 

oleh Mangkunegara (2005) yaitu (1) tujuan pelatihan dapat diukur dan 

harus jelas sasarannya, (2) para pelatih harus mempunyai keahlihan yang 

memadai, (3) materi pelatihan harus sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, (4) peserta pharus memenuhi syarat yang telah ditentukan.  

Menurut Rivai (2006), terdapat beberapa manfaat dari 

diselenggarakannya pelatihan, diantaranya : 

a. Dapat membantu pegawai dalam membuat keputusan dan solusi yang 

harus diambil dalam memecahkan sebuah masalah. 

b. Mendorong pegawai agar lebih meningkatkan rasa percaya diri dan 

pengembangan diri. 

c. Membantu pegawai mengatasi frustasi, stress, tekanan, maupun 

konflik. 
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d. Mendorong pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kepuasan 

kinerja 

e. Mendorong pegawai untuk meningkatkan ketrampilan baik dalam 

menulis, mendengar, berkomunikasi dan sikap yang baik. 

f. Mengurangi dan/ menghilangkan rasa takut dengan tugas-tugas yang 

akan diberikan. 

g. Membangun rasa pertumbuhan pegawai 

h. Memberikan nasehat dan arahan untuk masa depan 

Pelatihan dapat memberikan dampak meningkatnya semangat kerja 

sehingga produktivitas kerja pegawai juga meningka baik kualitas ataupun 

kuantitas (Nawawi, 2006). Menurut Soeprihanto (2000), analisis 

kebutuhan pelatihan merupakan salah satu upaya dari pemahaman analitis 

mengenai situasi yang ada dalam suatu tempat kerja secara specific, yang 

mana analisis tersebut dapat menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi 

sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berjalan secara tepat waktu, efektif 

dan efisien. Menurut Rivai (2006), terdapat berbagai macam metode 

pelatihan, diantaranya :  

a. On the Job Training. Pelatihan dimana pegawai ditempatkan dalam 

suatu kondisi kerja yang riil dengan disertai bimbingan dan supervisi 

dari pegawai yang lebih berpengalaman dalam bidangnya. 

b. Rotasi. Pelatihan yang dilakukan dengan cara pemindahan pegawai ke 

yang lainnya. 
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c. Magang. Tidak jauh berbeda dengan teknik of the job training, 

pelatihan ini melibatkan pegawai yang lebih berpengalaman. 

d. Ceramah Kelas atau Presentasi Video. yaitu pelatihan yang 

mengandalkan komunikasi secara langsung daripada pemberian model 

sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam bentuk diskusi. 

e. Pelatihan Vestibule. Pelatihan dengan cara membuat suatu situasi 

tempat kerja yang sama dalam wilayah tertentu yang terpisah dari 

tempat kerja yang sebenarnya. 

f. Permainan Model. Mendorong peserta untuk membayangkan dan 

melakukan peran dari pegawai lain. 

g. Case Study. Pelatihan yang dilakukan dengan cara memberikan 

deskripsi secara tertulis suatu permasalahan riil yang terjadi dalam 

sebuah organisasi. 

h. dst. 

Pelatihan ditujukan baik untuk pegawai pelaksana maupun 

pengawas. Dari segi waktu pelatihan disesuaikan pada kebutuhan saat ini 

agar pegawai dapat menguasi ketrampilan dan teknik-teknik yang ada 

dalam pelaksanakan pekerjaannya. 

6. Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan 

dan/ mengerakan. Motivasi merupakan suatu keinginan seorang individu 

yang mendorong individu tersebut bertindak untuk mencapai keinginannya 

(Moekijat, 2002). Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2005), motivasi 
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merupakan suatu daya dorong yang akan mengakibatkan seorang individu 

melakukan sesuatu karna adanya rasa takut. Dalam prosesnya, motivasi 

mencakup beberapa hal pengenalan kebutuhan, penilaian kebutuhan, 

penentuan tujuan atas pemuasan kebutuhan tersebut dan penentuan 

tindakan yang harus dilakukan. 

Teori motivasi erat kaitannya dengan teori kebutuhan dimana teori 

ini menjelaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. 

Abraham Maslow merupakan salah satu ahli yang mencoba merumuskan 

aspek-aspek kebutuhan manusia dalam 5 jenjang kebutuhan 

(Wahjosunidjo, 1987) : 

a. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup, termasuk didalamnya akan 

kebutuhan sandang, papan, pangan 

b. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan keamanan jiwa, keamanan 

harta dan perlakuan adil dimanapun manusia berada 

c. Kebutuhan sosial. Kebutuhan akan keikutsertaan dilingkungan, 

kebutuhan akan perasaan diterima dilingkungan dan kebutuhan untuk 

melakukan kemajuan hidup. 

d. Kebutuhan akan prestige. Semakin tinggi status yang disandang oleh 

seseorang maka semakin tinggi pula prestige nya, contohnya mobil 

mewah. 

e. Kebutuhan meningkatkan kapasitas kerja. Seseorang akan 

berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas mental dan kerja. 
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Dalam konteks organisasi, motivasi dapat dijadikan jembatan 

antara kebutuhan organiasi dan kebutuhan orang-orang yang ada 

diorganisasi itu sendiri (Suwandi,2005). Dalam hal ini motivasi dapat 

mencegah terjadinya konflik atas perbedaan kepentingan sehingga 

pencapaian tujuan organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. 

Faktor motivasi terdiri dari dua hal adalah sikap dan situasi. Sikap 

dapat diartikan sebagai status seorang individu yang dapat diekspresikan 

dengan banyak cara. Situasi adalah dimana dapat menentukan bagaimana 

sikap yang akan diambil dari situasi yang ada. 

7. Alokasi Dana Desa 

Keuangan desa adalah hak atau keajiban yang dimiliki oleh desa 

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dapat dinilai dengan materil 

atau uang yang didalamnya berbentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

desa tersebut. Sumber keuangan desa adalah PAD, APBD dan APBN. 

ADD merupakan salah satu dana yang cukup besar yang diperoleh desa 

sebagai sumber pendapatannya. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci 

mengenai ADD. 

a. Pengertian Alokasi Dana Desa 

ADD adalah dana yang diterima oleh desa untuk maju dan 

tumbuh guna untuk mensejahterakan masyarakat baik pembangunan 

fisik dan non fisik untuk pelaksanaan otonomi desa yang bersumber 

dari dana APBD. ADD merupakan penerimaan Desa yang harus 

dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme anggaran 
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pendapatan dan belanja desa sebagai penerimaan sumbangan dan 

bantuan dari pemerintah kabupaten. 

b. Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa 

Greogius (2006) menyampaikan bahwa maksud dari 

penyaluran ADD merupakan bantuan stimulan atau rangsangan dana 

untuk membantu membiayai progam atau kegiatan desa yang didukung 

dengan partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Penjelasan 

terkait tujuan ADD sudah tertera dalam latar belakang penilitian ini. 

c. Manfaat Alokasi Dana Desa 

ADD memberikan manfaat tersendiri bagi para pelaku terkait yang 

terlibat: 

1) Bagi Kabupaten atau Kota 

Menurut Greorius (2006), Kabupaten atau kota dapat 

menghemat tenaga untuk memberikan kesempatan bagi desa 

mengurus rumah tangganya sendiri dan bisa berkonsentrasi 

melaksanakan pembangunan pelayanan publik baik jangka pendek 

ataupun jangka panjang. 

2) Bagi Desa 

Greogius (2006) menambahkan bahwa manfaat ADD bagi 

desa adalah menghemat biaya pembangunan, mendapatkan 

pemerataan pembangunan, kepastian anggaran setiap tahun, dapat 

menangani permasalahan dalam waktu singkat, tidak tergantung 
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dengan hibah masyarakat, menciptakan demokrasi di tingkat desa, 

masyarakat dapat memberikan pengawasan secara langsung dan 

semua lini masyarakat dapat ikut berpartisipasi. 

d. Sumber Alokasi Dana Desa 

Dalam PP No.72 Tahun 2005 mengenai  desa pasal 1 ayat 11, 

ADD merupakan data yang diambil dari APBD daerah dimana desa itu 

berada yang merupakan bagian dari dana perimbangan pusat yang 

disalurkan oleh kabupaten atau kota yang kemudian diberikan kepada 

desa paling sedikit 10% atau lebih, besar kecilnya di lihat apakah desa 

itu tertinggal atau tidak (Pradita, 2015). 

e. Penggunaan Alokasi Dana Desa 

Peraturan Bupati Wonosobo No. 47 Tahun 2015 mengenai 

pengelolaan Alokasi Dana Desa pada BAB II pasal 4 ayat 1 

menyebutkan ADD gunakan untuk membiayai kegiatan bidang 

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraaan 

pemerintah desa dan kemasyarakatan. Ayat 2 menyebutkan 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) antara lain untuk operasional dan tunjangan BPD, pengahasilan 

tetap bagi kepala desa dan perangkatnya, penyelenggaraan 

musyawarah desa, penyusunan peraturan desa, penyusunan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD, LKPPD, IPPD), 

pemilihan kepala desa dan pengisiian kepala desa.. 
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f. Rumus Alokasi Dana Desa 

ADD = 10% x {(DAU – Belanja Pegawai) + Dana Bagi hasil Pajak + 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari 

APBDnya kepada desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa 

secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya 

dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan 

masyarakat dalam penyusunannya. Selain itu, harus ada pembukuan 

keuangan desa yang benar dan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi 

keuangan oemrintahan.  

Kepala Desa dalam hal ini sebagai ketua pelaksanaan pengelolaan 

dana desa, ini sebagai bentuk partisipasi kepala desa. Kepala desa dibantu 

dengan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Semuanya saling 

membantu guna melaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung 

jawab sepenuhnya. 

Dalam pengukuran pengelolaan alokasi dana desa, 4 aspek yang 

menjadi ukuran yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan 

Laporan atau tanggung jawab. 

8. Kinerja 

Kinerja berasal dari kata Performance yang mempunyai makna 

bukan hanya hasil dari suatu kerja akan tetapi termasuk proses yang sudah 

dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan tingkat 
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keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang 

dinilai secara keseluruhan selama periode tertentu yang dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, contohnya sejauh mana pegawai bisa 

mencapai target atau sasaran yang sudah ditentukan dengan standar hasil 

kerja yang diharapkan (Rivai, 2006) 

Terdapat tiga alasan melakukan penilaian terhadap kinerja 

pegawai, yang pertama guna mendorong perilaku pegawai yang baik dan 

mengurangi dan/ mehilangkan kinerja dibawah standar. Yang kedua, untuk 

memuaskan rasa keingin tahuan pegawai mengenai seberapa baik kerja 

pegawai satu dengan pegawai lain. Yang ketiga, untuk memberikan dasar 

pengambilan keputusan yang kuat sehubungan dengan keberlanjutan karir 

seseorang. 

Menurut Timple (1992) terdapat faktor internal maupun eksternal 

yang mempengaruhi kinerja. Faktor internal merupakan faktor yang 

berhubungan secara langsung dengan sifat individu, contohnya bagaimana 

seorang individu tersebut mampu mengelola dan memanfaatkan potensi 

yang ada secara optimal. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-

faktor yang berasal dari lingkungan contohnya perilaku rekan kerja 

bawahan sampai pimpinan, fasilitas kerja dan juga iklim organisasi. 

Pihak-pihak yang biasanya melakukan penilaian kinerja terdiri dari 

: (1) Atasan Langsung, dikarenakan pihak ini adalah yang pertama kali 

memberikan pekerjaan dan paling mengerti kinerja dari pegawai. (2) 

Rekan Kerja, melakukan penilaian kinerja dengan cara mempertimbankan 
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tindakan dan dapat dijadikan sebagai penilai yang independen. (3) 

Evaluasi Diri, sebagai sarana untuk merangsang dan mengevaluasi kinerja 

karyawan dan atasanya. (4) Bawahan Lansung, memberikan informasi 

mengenai perilaku atasan atas dasar intensitas komunikasi yang tinggi. (5) 

Pendekatan secara menyeluruh, penilaiannya dilakukan oleh atasan, rekan 

kerja, bawahan dan pelanggan.  

Penilaian kinerja bedasarkan pada isi pekerjaan yang dilakukan 

pegawai dan yang pegawai harapkan guna mencapai target-target dari 

pekerjaan itu. Isi pekerjaan itu sendiri merupakan dasar perumusan target 

atau sasaran yang ingin dicapai dari dikerjakannya suatu yang dapat 

dirumuskan sebagai standar kinerja dan yang target kualitas yang harus di 

selesaikan (Rivai, 2006). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode Penelitian Skala 

Ukur 
Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Sitorus 

(2009) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kinerja Kepala Desa 

Dalam Pelaksanaan 

Tugas Pemerintahan 

Desa Di Kabupaten 

Toba Samosir Provisi 

Sumatra Utara 

Dependen : 

Kinerja Kepala 

Desa 

Independen : 

Pendidikan, 

Pelatihan, 

Motivasi Dan 

Pengalaman 

Kerja 

Dependen : 

Kinerja  

Independen : 

Pelatihan dan 

Motivasi 

1. Sample: Desa 

Di Toba 

Samosir 

2. Analisis Data 

menggunakan 

regresi linier 

berganda dan 

McNemar Test 

Likert Pendidikan, pelatihan , 

motivasi dan 

pengalaman kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja kepala 

desa. 

2. Pramudito 

(2009) 

Pengaruh 

Kepemimpinan Dan 

Motivasi Terhadap 

Kinerja Dengan 

Komitmen 

Organisasional Sebagai 

Mediasi (Studi Pada 

Perangkat Desa 

Sekecamatan Batang) 

Dependen : 

Kinerja 

Independen : 

Kepemimpinan 

dan Motivasi 

Pemediasi : 

Komitmen 

Organisasional 

Dependen : 

Kinerja  

Independen : 

Motivasi 

Alat Analisis : 

SPSS 

1. Tidak 

Memakai 

Variabel 

Pemediasi 

2. Sample : 

Perangkat Desa 

Kecamatan 

Batang 

 

Likert Pepemimpinan dan 

motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

dan komitmen 

organisasional diterima 

sebagai variabel 

pemediasi. 
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No. 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode Penelitian Skala 

Ukur 
Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

3. Fajri, 

Setyowati 

(2015) 

Akuntabilitas 

Pemerintah Desa Pada 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa  

(Studi Kantor Desa 

Ketindan Malang) 

Variabel : 

Akuntabilitas dan 

Alokasi Dana 

Desa 

Menggunakan 

Varibel 

Alokasi Dana 

Desa sebagai 

Variabel 

Independen 

1. Penggunaan 

Metode 

Wawancara 

sebagai 

Pengumpulan 

Deta 

2. Sample : 

Kantor Desa 

Ketindan 

Malang 

- Akuntabilitas 

pengelolaan ADD 

melalui tahapan 

perencanaan 

pelaksanaan dan 

pelaporan, ketiga tahap 

ini dilaksanakan 

sebagai dasar 

komitmen pemerintah 

desa dalam rangka 

penyelenggaraan 

pengelolaan keuangan 

khususnya ADD. 

4.  Agusta  

(2013) 

Pengaruh Pelatihan dan 

Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan CV 

Haragon Surabaya 

Dependen : 

Kinerja 

Independen : 

Pelatihan dan 

Motivasi 

Dependen : 

Kinerja 

Independen : 

Pelatihan dan 

Motivasi 

Sample : 

Karyawan  CV 

Haragon 

Surabaya 

Likert Pelatihan dan Motivasi 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 
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No. 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode Penelitian Skala 

Ukur 
Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

5. Yuliati 

(2009) 

Pengaruh Motivasi dan 

Pelatihan terhadap 

Kinerja Karyawan 

Politeknik Pratama 

Mulia Surakarta 

Dependen : 

Kinerja 

Independen : 

Pelatihan dan 

Motivasi 

Dependen : 

Kinerja 

Independen : 

Pelatihan dan 

Motivasi 

Sample : 

Karyawan 

Politeknik 

Pramata Mulia 

Surakarta 

Likert Pelatihan dan Motivasi 

tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja 

karyawan 

 

 

 

. 

6. Praditha  

(2015) 

Analisis Alokasi Dana 

Desa di Desa Kemiri 

Gunung Kidul 

Variabel : 

Alokasi Dana 

Desa 

Menggunakan 

Varibel 

Alokasi Dana 

Desa sebagai 

Variabel 

Independen 

1. Penggunaan 

Metode 

Wawancara 

sebagai 

Pengumpulan 

Deta 

2. Sample : 

Kantor Desa 

Kemiri Gunung 

Kidul 

- Masih minimnya 

sumber daya manusia 

dalam proses 

pelaporan/ 

pertanggungja waban 

ADD, seringkali 

mengalami 

keterlambatan dalam 

penyampaiann ya. 

Dengan demikian 

transparansi dan 

akuntabilitas tidak 

berjalan dengan baik 

serta partisipasi 

masyarakat sangat 

rendah. 
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No. 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode Penelitian Skala 

Ukur 
Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

7. Riyanto 

(2015) 

Akutabilitas Finansial 

Dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa 

Perangat Selatan 

Kecamatan 

Marangkayu 

Kabupaten Kutai 

Kartanegara 

Variabel : 

Alokasi Dana 

Desa 

Menggunakan 

Varibel 

Alokasi Dana 

Desa sebagai 

Variabel 

Independen 

1. Penggunaan 

Metode 

Wawancara 

sebagai 

Pengumpulan 

Deta 

2. Sample : 

Kecamatan 

Marangkayu 

Kabupaten 

Kutai 

Kartanegara 

- Faktor penghambat 

dari akuntabilitas 

dalam pengelolaan 

ADD antara lain, 

adanya aturan aturan 

baru yang muncul dari 

Badan Permusyawarat 

an Desa dan 

Pemerintah Desa 

kurang memaksimalka 

n pemanfaatan waktu 

dalam proses 

penyusunan laporan 

dan penyelesaian 

laporan pertanggung 

jawaban 
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C. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa 

Sumber daya manusia adalah aset dari suatu organisasi yang 

memiliki peran sebagai pengerak utama organisasi tersebut. Pengelolaan 

SDM tidak hanya harus dilakukan secara optimal, namun juga secara 

continue tanpa mengabaikan hak-hak yang harus dipenuhi. Seperti 

contohnya, suatu organisasi harus mengupayakan peningkatan kopetensi 

dari SDM yang dimiliki seiring dengan perkembangan era globalisasi 

(Ambarita, 2012). 

Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk 

memperbaiki kemampuan kerja seseorang. Pelatihan diharapkan bisa 

membantu pegawai dalam memahami suatu penerapan praktis berikut juga 

penerapannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Hal tersebut juga harus diterapkan dalam Pemerintahan Desa. 

Sejalan dengan teori Good Governance yang mana pemerintah harus 

menerapkan aspek-aspek fungsionalnya secara efesien dan efektif dalam 

rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan dari mengadakan pelatihan untuk 

mendapatkan aparatur desa yang memliliki sikap, ketrampilam, 

pengetahuan dan kemampuan yang baik untuk melaksanakan tugas jabatan 

pekerjaan masing-masing. Sehingga, apabila produktfitas kerja dari 

aparatur tinggi maka kinerja yang akan dihasilkan akan semakin baik. 

Seseorang memiliki pengetahuan yang dikategorikan dalam 2 jenis 

yaitu pengetahuan yang disadari dan yang tidak disadari. Pengetahuan itu 
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sendiri berkatitan dengan situasi yang dapat diperoleh dengan cara 

pendidikan dan/atau pelatihan dalam melaksakan tugas. 

Sebelumnya sudah terdapat penelitan-penelitan mengenai 

pengearuh pelatihan terhadap kinerja. Hasil dari penelitan Agusta (2013) 

menyatakn bahwa pelatihan mempunyai berpengaruh positif terhadap 

kinerja, dijelaskan bahwa pelatian memang memakan waktu dan biaya, 

akan tetapi untuk medapatkan kualitas pegawai yang lebih baik hal itu 

harus terus dilakukan. Penelitan ini sejalan dengan penelitan yang sudah 

dilakukan dengan Sitorus (2009), Khairul (2008) dan Khan (2011). Namun 

juga terdapat penelitan yang berbeda dari penelitian diatas, diantaranya 

penelitan Yulianti (2009) yang menyatakan pelatihan tidak mempengaruhi 

kinerja pegawai. Dengan dasar tersebut, maka dapat dituliskan hipotesis 

sebagai berikut 

H1 : Pelatihan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa 

2. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa 

Menurut Hasibuan (2011) Motivasi merupakan suatu hal dalam diri 

seseorang yang dapat memberikan daya penggerak dan menciptakan 

kemauan seseorang dalam bekerja sehingga seseorang tersebut mau  

bekerja lebih efektif, bekerjasama dan terintegerasi dengan segala upaya 

untuk mencapai kepuasannya sendiri. 

Motivasi memiliki 3 komponen utama menurut Siagian (1995), yang 

pertama, kebutuhan yang timbul dari dalam diri seseorang pada saat orang 

tersebut merasakan adanya kekurangan baik dalam dirinya sendiri maupun 
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lingkungan sekitar. Yang kedua, adanya dorongan untuk memenuhi 

kekurangan tersebut dengan melakukan tindakan tertentu. Dan yang 

terakhir, tujuan untuk menghilangkan dan mengurangi baik kebutuhan 

ataupun dorongan sehingga mengembalikan keseimbangan dalam diri 

seseorang. 

Teori stewardship menjelaskan bahwa menejemen harus termotivasi 

dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya. Secara psikologis, 

apabila seorang pekerja dipengaruhi oleh dorongan maka pekerja tersebut 

mampu bekerja lebih produktif dan penuh tanggung jawab. Alasan 

mengapa dorongan mampu mempengaruhi kinerja karena pekerja harus 

mendapatkan dorongan untuk bekerjasama dalam seuatu organisasi untuk 

mendapatkan kinerja yang diinginkan. Mengingat dalam suatu organisasi 

terdiri dari beberapa pekerja yang mana mereka mempunyai kepentingan 

masing-masing namun harus berusaha untuk mencapai tujuan dari 

organisasi tersebut. 

Alasan berikutnya, pegawai harus didorong untuk melakukan 

pekerjaan dan upaya-upaya sesuai dengan tuntutan kerja. Sehingga apabila 

segala usaha sudah sesuai dengan tuntutan pekerjaan, maka tujuan 

organisasi tersebut lebih cepat tercapai. Alasan terakhir, motivasi pegawai 

adalah aspek yang penting untuk dilakukan dalam mengembangkan dan 

memelihara pekerja dalam organisasi.  

Menurut Sitorus (2009),Sujana (2012) dan Suwardi (2011), motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dijelaskan semakin tinggi 
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dorongan seseorang untuk berkinerja maka akan semakin tinggi pula 

kinerja yang dicapai, begitupun sebaliknya. Namun berbeda halnya dengan 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Suprayitno (2008) yang menyatakan 

bahwa Motivasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Dengan dasar tersebut, maka dapat dituliskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa 

3. Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kinerja Pemerintahan 

Desa 

ADD adalah bagian dari anggaran pendapatan dan belanja Negara 

yang diserahkan kepada daerah sebagai APBD. Dengan demikian, 

pengelolaan ADD tidak bisa terlepas dari sistem pengelolaan keuangan 

Negara. Pengelolaan ADD akan mencerminkan komitmen dari pemerintah 

Desa untuk melaksanakan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan 

public bukan kepentingan pribadi (Fitri, 2015). 

Pembangunan desa, seperti yang kita ketahui, selama ini masih 

bergantung dari pendapatan asli daerah dan swadaya mesyarakat yang 

mana jumlah dan sifatnya tidak pasti. Untuk menjunjang dan mendorong 

pembangunan desa, desa diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam 

melaksanakan pemerintahannya dengan memanfaatkan ADD.  . Setiap 

usaha untuk melakukan pembangunan di desa yang harus diikutsertakan 

tidak hanya pemerintah desa, akan tetap juga pemerintahan kota/kabupaten 

dan atau pihak ketiga. Hal ini penting karena berkaitan dengan seberapa 
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banyak alokasi pembiayaan yang akan diberikan untuk pelaksanaan 

pembangunan. 

Proses pembangunan harus disertai dengan adanya pembiayaan 

sarana prasarana yang ditambah dengan potensi sumberdaya manusia 

(Rianto, 2015). Negara akan tetap melakukan memenuhi kewajibannya 

untuk memberikan fasilitas kepada daerah-daerahnya untuk berkembang. 

Selain itu, daerah tersebut juga sudah diberikan kewenangan untuk 

menyelenggarakan pembangunan dengan menggali potensi sumber 

keuangan yang ada diwilayahnya sepanjang bersifat legal dan diterima 

masyarakat luas. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam penyelenggaraan 

pembangunan oleh pemerintah desa selalu muncul persoalan-persoalan. 

Dalam pengelolaan ADD terdapat 4 indikator utama, yaitu : Perencanaan, 

Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Apabila suatu 

desa menyelenggarakan pembangunan berdasarkan 4 indikator tersebut, 

maka diharapkan apa yang dihasilkan nantinya akan efektif, efisien, dan 

tepat sasara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam penyelenggaraan 

pembangunan oleh pemerintah desa selalu muncul persoalan-persoalan. 

Kaitannya dengan ADD, menurut Pradita (2015), pengelolaan ADD masih 

belum maksimal dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia. Hal 

ini tentunya mengakibatkan keterlambatan proses pelaporannya. Tidak 

hanya itu, kendala yang dapat memperlambat proses pengelolaan ADD 

adalah mulai dari kurangnya pengetahuan, minimnya sarana dan prasarana, 
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belum dilakukannya evalusi dan monitoring secara berkelanjutan (Subroto, 

2009).  

Terjadinya permasalahan di desa tersebut menyebabkan 

pengelolaan ADD yang kurang baik. Tentunya apabila pemerintah desa 

dapat meminimalisir persoalan yang ada, maka pengelolaan ADD dapat 

ditingkatkan dengan lebih baik, efektif, dan efisien bagi pembangunan 

desa itu sendiri (Fajri, 2015). Sejalan dengan  proses pengelolaan ADD 

yang baik, maka kinerja pemerintahan desa juga akan baik. Sehingga pada 

saat kinerja pemerintahan desa baik, maka masyarakat akan puas atas 

pembangunan dan juga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa 

untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dari penjelasan diatas, dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Pengelolaan ADD berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. 

D. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

Motivasi (M) Kinerja (K) 
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